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INTISARI 

Nama : Mira Diva Prasyanti 

NPM  : 21071010150 

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 21 Januari 2003 

Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum 

URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS KENDARAAN 

BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB) SEBAGAI UPAYA 

PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK PENCEMARAN LINGKUNGAN DI 

INDONESIA 

ABSTRAK : 

Seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap isu perubahan iklim 

dan keberlanjutan, kendaraan listrik menjadi solusi alternatif yang menjanjikan. 

Namun, kurangnya regulasi yang jelas di Indonesia menghambat pengembangan 

industri ini. Melalui analisis peraturan yang ada di Jerman, yang telah berhasil 

mengintegrasikan teknologi kendaraan listrik dalam kebijakan transportasi, 

penelitian ini mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang perlu diadopsi untuk 

menciptakan kerangka hukum yang mendukung inovasi dan investasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang khusus sangat 

penting untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, meningkatkan 

infrastruktur pendukung, serta menjamin perlindungan lingkungan.  

 

Kata kunci : KBLBB, Kendaraan Listrik, Baterai, Regulasi Hukum.   
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